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Bantuan Hukum merupakan sebuah amanah oleh konstitusi untuk perlakuan sama dimata 

hukum Equality Before The Law sebagaimana diatur didalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pemberian bantuan ditujukan untuk masyarakat 

kurang mampu dengan harapan pemberian bantuan hukum menjadi jawaban implementasi dari 

Konstitusi negara. Pada tahun 2022 Garis kemiskinan (GK) pada bulan September 2022 sendiri 

mencapai Rp 486.168 per kapita per bulan. Angkanya naik 2,89 persen dari Rp 472.525 per 

kapita di bulan Maret 2022 dan naik 5,93 persen dibanding September 2022. Hal ini menjadi 

indikator masih tingginya penduduk miskin di indonesia dan ini menjadi atensi untuk 

pemberian bantuan Hukum harus tetap ada. Hal lain menjadi pemicu angka kemiskinan masih 

tinggi banyaknya masyarakat dengan pendidikan yang masih rendah, tingginya angka 

pengangguran dan masih penegakkan hukum yang kurang maksimal. Faktor lain yang menjadi 

hadirnya bantuan hukum bukan hanya saja perintah dari konstitusi tetapi realita dilapangan 

masih banyaknya masyarakat kurang mampu di kriminalisasi, dipersalahkan, dan dijadikan 

korban oleh oknum penegak hukum tertentu. Hal ini menjadi pemantik pemerintah dengan 

dibuatnya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Sebelumnya ada juga 

Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang advokat, tetapi Undang-Undang advokat masih 

dirasa kurang maksimal dalam memberikan bantuan hukum Berlakunya Undang-Undang No 

16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum akses untuk mendapatkan bantuan Hukum secara 

cuma-cuma atau gratis bisa terlaksana. Adapun yang menjadi pelaksana proses bantuan Hukum 

antara lain Pos Bantuan Hukum (Posbakum), LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan Prodeo 

Probono (Kantor Advokat yang secara cuma-cuma memberikan Bantuan Hukum). Proses 

untuk bisa terdaftar di kemenkumham agar mendapat suntikan dana dari pemerintah ada syarat-

syarat tertentu sebagaimana hal tersebut sudah diatur di Undang-Undang Bantuan Hukum. 

Pada hal ini Bantuan Hukum yang disediakan oleh negara diharapkan dapat membantu 

meringankan beban permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat tidak mampu. Masyarakat 

yang tidak mampu kebanyakan tidak mengerti tentang hukum dan juga pemberian bantuan 

hukum oleh pos bantuan hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan berupa 

bantuan hukum, konsultasi hukum dan berbagai macam bantuan hukum lainnya. Pada proses 

bantuan hukum di posbakum bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah seperti mengenai 

permasalahn di bidang hukum perdata, pidana, dan juga TUN baik litigasi maupun Non litigasi 

pemberian banyuan hukum ini diberikan bantuan secara cuma-cuma atau Gratis tanpa dipungut 

biaya sepeserpun. Makanya Pada pemberian bantuan hukum ini yang di berikan oleh posbskum 

hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 

16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pada kehendaknya Das Sollen negara menghendaki 

agar masyarakat yang miskin tidak ada lagi, dengan demikian maka tingkat masyarakat yang 

ekonomi ke atas tinggi maka akan menjadikan proses-proses hukum berbayar untuk 

kesehjateraan proses peradilan yang bebas dan bersih. Tetapi pada realitanya Das sein problem 

yang saat ini dihadapi masih banyaknya masyarakat yang miskin serta dengan Pendidikan yang 

rendah dengan tingkat pengetahuan hukum yang masih kurang. Penelitian Hukum ini 



 

 
  

menggunakan Metode penelitian Empiris atau sosiologis penelitan yang langsung terjun 

kelapangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan data 

seteliti mungkin. Jenis dan sumber data diperoleh melalui Hukum Primer, Hukum Sekunder, 

dan Hukum Tersier. Bantuan Hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di 

kabupaten Barito Kuala sudah cukup maksimal sebagaimana data yang didapatkan dalam 

kurun waktu 1 tahun pada tahun 2022 terdapat 156 perkara yang ditangani oleh Posbakum 

Pengadilan negeri marabahan rata-rata perkara yang ditangani perkara Narkotika. Perkara 

perdata dalam hal ini Posbakum hanya memberikan layanan Advis atau Konsultasi Hukum 

dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2022 ada 44 orang dengan jenis konsultasi yang 

berbeda-beda. Tetapi pada proses pendampingan dan konsultasi hukum masih terkendala 

aturan Hukum mengenai sidang online dan keselamatan advokat. Saran dari penulis Konsultasi 

yang dilakukan oleh masyarakat kurang mampu kepada posbakum masih kurang maksimal 

dibuktikan dengan masih kurangnya antusias masyarakat untuk  berkonsultasi ke posbakum. 

Saran dari penulis untuk bisa lebih memaksimalkan sosialisasi tentang hukum didaerah 

pedesaan dan daerah yang masih minim akan ilmu pengetahuan serta sarana prasarana. 

Kemudian Advokat adalah salah satu instrument penegak hukum yang mana pekerjaannya juga 

beresiko dan penuh dengan ancaman dari luar. Hal ini perlu pencegahan secara preventif 

dengan tidak menyulitkan perizinan kepemilikan senjata api dengan tetap mengikuti standar 

operasional prosedur, tetapi dalam hal ini untuk dipermudah dari pada masyarakat sipil biasa 

sebagaimana Kepolisian yang diatur pada Perpol No. 1 Tahun 2022 Tentang Senpi. Pada 

Instansi Kejaksaan juga di atur pada pasal 8B UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI 

Menyebutkan “Dalam Melaksanakan tugas dan wewenang, Jaksa dapat dilengkapi dengan 

senjata api serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.” 

mengigat status dan pekerjaannya yakni advokat adalah penegak hukum yang sejajar dengan 

penegak hukum lainnya maka sebagai solusi perlu adanya Undang-Undang yang mengatur 

tentang penggunaan Senpi terhadap Advokat. 
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Tujuan yang hendak dicapai Untuk mengetahui pelaksanaan dan mengetahui faktor 

penghambat pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di pengadilan 

negeri marabahan. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum acara yang 

berkaitan dengan pelayanan bantuan hukum Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelayanan bantuan 

hukum. Bab I  Merupakan pendahuluan yang mengemukakan secara sistematis latar belakang 

masalah,rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematiaka penulisan 

penelitianJenis dan sumber data ini Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan 

Hukum Tersier.  

 



 

 
  

Hasil Penelitian dilakukan oleh penulis adalah:  Pertama ini dilaksanakan di Pos Bantuan 

Hukum Pengadilan Negeri marabahan Kelas IIB. adanya pos bantuan hukum ini berdasarkan 

perma No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak 

mampu yakni layanan pembebasan biaya perkara-perkara sidang diluar pengadilan dan 

posbakum di lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara. Pemberian bantuan 

hukum ini pun juga untuk memberikan asas kepastian hukum Principle of legal certainty, asas 

keadilan serta adanya asas persamaan di mata hukum Equality before the law. Didalam Pasal 

22 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan “Advokat wajib 

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. 

Di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dikatakan bahwa 

pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang 

memberi layanan bantuan hukum. Kedua, hasil observasi dilapangan  Pada Tahun 2022 

sebanyak 156 kasus pidana yang ditangani oleh posbakum pengadilan negeri marabahan.. 

Pemberian Bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu saat ini masih menjadi ancaman 

buat terhadap advokat-advokat Prodeo Probono. Hal ini bisa terjadi karena kurang mengerti 

bagaimana cara penyelesain di pengadilan baik litigasi maupun non litigasi pada perkara 

perdata serta mengadili  pada perkara pidana 
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